
BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN

HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Tentang Daftar Kewenangan Desa

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa di Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2866);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah



Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Di Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN

DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN

KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

5. Bupati adalah Bupati Klaten.



6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.

7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan

Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan

tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra

Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama

BPD.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB

Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi

kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,



pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul dan adat istiadat Desa.

18. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan

warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa

masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

19. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan

oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang

muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Daftar Kewenangan Desa dalam Peraturan Bupati ini

meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. Kewenangan lokal berskala Desa; dan

c. Mekanisme penyelenggaraan kewenagan Desa.

(2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenagan lokal

berkala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain:

a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;

b. sesuai perkembangan masyarakat; dan

c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri dari:

a. sistem organisasi masyarakat Desa;

b. pengelolaan tanah kas Desa;



c. pengelolaan tanah Desa atau tanah milik Desa yang menggunakan

sebutan setempat;

d. pengelolaan tanah kas bengkok; dan

e. pengelolaan karang kitri;

(2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi

dan inventarisasi, antara lain:

a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak

perdata;

b. pembinaan ketentraman masyarakat;

c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;

d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;

e. pengelolaan hutan Desa milik Negara;

f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Desa;

g. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat

Desa;

h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;

i. pengamanan kekayaan dan aset Desa; dan

j. kewenangan hak asal usul lainnya yang merupakan hasil identifikasi

dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa.

(3) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul di bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal (2) ayat 2 huruf a terdiri dari :

a. pengangkatan juru kunci makam, penjaga pintu air irigasi, penjaga

kantor dan bangunan Desa;

b. pembinaan kelembagaan masyarakat Desa;

c. pengelolaan tanah Desa yang terdiri dari tanah bengkok, tanah yang

digunakan untuk pasar Desa, tanah yang digunakan untuk lapangan

Desa dan tanah yang digunakan untuk makam Desa;

d. pemberian tali asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang

diberhentikan dengan hormat;

e. pemberian tali asih dan uang lurup bagi Kepala Desa dan Perangkat

Desa yang meninggal dunia;

f. pengaturan pemanfaatan tanah terlantar; dan

g. kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya sesuai

kebutuhan dan kondisi Desa.

(4) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul di bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)



huruf b terdiri dari:

a. pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti dan sambatan; dan

b. bersih desa, bersih makam, kerja bakti dan sambatan.

(5) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul di bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

huruf c terdiri dari :

a. fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni

budaya antara lain wayang kulit, wayang golek, sintren burok,

kuntulan, macanan, genjring umbul, kuda lumping, sholawatan,

wayangan, ketoprak dan terbangan/hadroh;

b. pembinaan sistem organisasi masyarakat desa antara lain

pembinaan paguyuban warga/trahdan pembinaan rembug-rembug

warga;

c. pembinaan kelembagaan masyarakat adat Desa;

d. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan

e. Pelestarian produk lokal Desa.

(6) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul di bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf

d terdiri dari fasilitasi penyelenggaraan adat istiadat antara lain

sedekah bumi, muludan, rajaban, unggah-unggahan, selikuran, syuran,

sya’banan, tilikan (ziarah kubur).

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi

lainnya terdiri dari:

(1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan:

a. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;

b. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;

c. Pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat;

d. Pengamanan kekayaan dan aset Desa;

e. Memelihara perdamaian, menagani konflik, melakukan mediasi di

Desa; dan

f. Pembangunan dan pemeliharaan kantor Pemerintahan Desa.

(2) Bidang pelaksanaan pembangunan dengan peningkatan upaya gotong

royong masyarakat.

(3) Bidang pembinaan kemasyarakatan dengan pembinaan ketentraman

masyarakat.



(4) Bidang Pemberdayaan masyarakat:

a. Pelestarian adat istiadat di Desa; dan

b. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan di Desa.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain:

a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;

b. telah dijalankan oleh Desa;

c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;

d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan

e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

(1) Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa paling

sedikit terdiri dari:

a. pengelolaan pasar Desa;

b. pengelolaan tempat pemandian umum;

c. pengelolaan jaringan irigasi;

d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan

terpadu;

f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

g. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;

h. pengelolaan air minum berskala Desa; dan

i. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

(2) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala

Desa antara lain:

a. pembangunan jalan-jalan Desa;

b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk

pembangunan Desa dan rumah rakyat;

c. usaha ekonomi masyarakat;

d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;

e. pengembangan pusat perekonomian Desa, seperti pasar Desa,

perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;



f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat;

g. melakukan penghijauan Desa;

h. mengupayakan peningkatan pendidikan non formal;

i. pengembangan industri rumah tangga;

j. kerjasama pemasaran produksi pertanian;

k. penanganan kebakaran hutan dan lahan;

l. pelayanan kesehatan dasar; dan

m. kewenangan lokal berskala Desa lainnya yang merupakan hasil

identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa.

(3) Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa di

bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :

a. pengelolaan aset Desa;

b. pelaksanaan sistem administrasi dan informasi Desa;

c. pengembangan tata ruang dan peta Desa;

d. pendataan penduduk Desa;

e. penataan susunan organisasi tata kerja Pemerintah Desa;

f. pembentukan BPD;

g. pembinaan dan Pengembangan Dasa Wisma;

h. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

i. pengelolaan gedung atau Balai Milik Desa;

j. pendataan potensi Desa;

k. penataan arsip Desa;

l. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;

m. pembinaan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

n. pelibatan Desa dalam Perencanaan pelaksanaan pembangunan yang

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Pusat yang masuk di Desa.

o. pungutan Desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa;

p. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

q. pengadaan sarana dan prasarana Keamanan Desa berupa Pos

Kamling/ronda;

r. sosialisasi peraturan tingkat Desa;

s. pemberian nama jalan Desa;

t. penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan;



u. penyelenggaraan peringatan hari besar kenegaraan;

v. penataan dalam pembentukan, penggabungan dan penghapusan

Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

w. penataan Dusun dalam hal pembentukan, penggabungan dan

penghapusan Dusun ;

x. pemberian tali asih dan atau uang duka bagi anggota Lembaga Desa

yang Meninggal dunia; dan

y. pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa.

(4) Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa di

bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :

a. Pelayanan dasar Desa, meliputi :

1. pengembangan pos kesehatan Desa dan poli klinik Desa;

2. pengembangan tenaga kesehatan Desa yaitu Kader Pos Pelayanan

Terpadu dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa;

3. pengelolaan dan pembinaan pos pelayanan terpadu;

4. fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga;

5. pengelolaan sampah Desa;

6. peningkatan kesejahteraan guru madrasah, guru mengaji, guru

Taman Pendidikan Al-Quran, guru Pendidikan Anak Usia Dini,

Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, Raudhatul

Athfal/Aisyiyah Bustanul Atfal;

7. bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;

8. bantuan pembuatan jamban keluarga bagi warga miskin;

9. fasilitasi penyelenggaraan Desa Layak Anak;

10. fasilitasi penanggulangan anak putus sekolah;

11. pembinaan terhadap kenakalan anak remaja;

12. fasilitasi penyandang disabilitas;

13. pemantauan dan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah

tangga;

14. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi penyakit

sosial;

15. pengawasan tenaga kerja perempuan dibawah umur dan anak-

anak;

16. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;

17. pemberian insentif kader kesehatan;



18. fasilitasi kegiatan rapat koordinasi tim perlindungan anak

terpadu berbasis masyarakat;

19. fasilitasi pembentukan satuan tugas perlindungan perempuan

dan anak;

20. pemberian Insentif bagi kader kesehatan dan sanitasi Desa;

21. kegiatan pelaksanaan pemberdayaan kelas gizi balita dan ibu

hamil;

22. penguatan kapasitas sanitasi dan kesehatan bagi Kader Pos

Pelayanan Terpadu;

23. kegiatan penyediaan sarana dan prasarana Pos Pelayanan

Terpadu;

24. pengelolaan kebun sehat untuk pemenuhan gizi dan nutrisi di

Desa;

25. kegiatan fasilitasi kemitraan dukun bayi dan bidan;

26. biaya operasional rumah tunggu persalinan Desa;

27. biaya transportasi dan memfasilitasi proses rujukan ibu hamil

resiko tinggi ke Puskesmas dan/atau Rumah Sakit;

28. pelayanan kegiatan kesehatan untuk lansia yaitu olah raga

khusus, pengecekan rutin kesehatan dan pemberian obat bagi

lansia dan phisioterapy bagi penderita stroke;

29. penyediaan pemeriksaan pap smears;

30. dukungan biaya BPJS bagi kelompok miskin dan difabel;

31. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

32. pembinaan kesehatan di Panti/Karang Taruna/remaja di tempat

ibadah;

33. penanganan anemia untuk remaja putri;

34. kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana air

bersih berskala Desa;

35. kegiatan pembangunan/pemeliharaan saluran pembuangan air

limbah Desa;

36. jambanisasi;

37. fasilitasi pembangunan sarana mandi,cuci, kakus komunal;

38. pengadaan Mobil Siaga Desa;

39. bantuan alat bantu penyandang disabilitas;

40. pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi

pangan;

41. pembentukan pusat pelayanan terpadu;



42. pembentukan gugus tugas Desa layak anak;

43. pembentukan Forum Anak Desa;

44. penetapan penduduk miskin;

45. penguatan kapasitas guru Pendidikan Anak Usia Dini;

46. bantuan pembelian buku, wahana permaianan anak termasuk

bagi anak berkebutuhan khusus dan peralatan belajar

Pendidikan Anak Usia Dini;

47. pemberian bantuan pendidikan bagi warga miskin untuk

melanjutkan sekolah sampai tingkat Sekolah Menengah Akhir;

48. pemberian makanan tambahan disekolah;

49. penyediaaan kelas baca tulis dan berhitung untuk buta aksara di

Desa;

50. penyediaan pelayanan dan beasiswa untuk kejar paket A, B dan

C;

51. penyediaaan pelatihan pemberdayaan kelompok perempuan dan

difabel;

52. penyelenggaraan pelatihan kerja;

53. penyelenggaraan kursus seni budaya;

54. pemberian beasiswa untuk anak didik yang berprestasi dari

keluarga yang tidak mampu;

55. program Pendidikan Layanan Khusus salah satunya untuk

daerah bencana alam dan sosial;

56. pemberian bantuan pembelian tanah dan bangunan Pendidikan

Anak Usia Dini;

57. pendirian taman bacaan masyarakat;

58. pemberian bantuan kepada sanggar seni berupa peralatan

kesenian;dan

59. fasilitasi dan pendampingan anak putus sekolah.

b. Sarana dan prasarana Desa :

1. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olah

raga di tingkat Desa;

2. pengelolaan embung Desa;

3. pengelolaan pemakaman Desa;

4. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan Desa;

5. pembangunan dan pengelolaan sarana air bersih skala Desa;

6. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;

7. pengembangan teknologi informasi Desa;



8. pengadaan sarana penerangan jalan umum di Desa;

9. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;

10. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;

11. pemasyarakatan pupuk organik;

12. pengembangan lumbung pangan;

13. fasilitasi modal usaha tani;dan

14. fasilitasi penyediaan bibit/benih unggul.

c. Pengembangan ekonomi lokal Desa, antara lain :

1. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;

2. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;

3. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;

4. pembangunan dan pengelolaan ikan keramba jaring apung dan

pangan ikan;

5. penetapan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan

perikanan;

6. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;

7. pendirian dan pengelolaan Koperasi Desa;

8. pengelolaan padang gembala;

9. pengembangan usaha pertanian dan peternakan milik desa; dan

10. promosi dan pengembangan ekonomi desa berbasis produk lokal.

d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa yang ramah

lingkungan.

(5) Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa di

bidang Pembinaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :

a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan

masyarakat Desa;

b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;

c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi

di Desa;

d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

e. fasilitasi penyelesia konflik antar warga Desa;

f. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;

g. penyelenggaraan olah raga tingkat Desa; dan

h. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

(6) Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa di

bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari :

a. pengembangan seni budaya lokal;

b. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :

1) kelompok tani;

2) kelompok seni buadaya;

3) kelopok pemuda; dan

4) kelompok masyarakat lain di Desa.

c. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin, orang

jompo dan korban bencana alam;

d. santunan kematian untuk orang miskin;

e. fasiltasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat

miskin, perempuan, dan disabilitas;

f. memberikan bantuan hukum pada warga yang tidak mampu

berperkara;

g. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

h. peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan;

i. Pengembangan peran masyarakat dalam kegiatan bulan bhakti

gotong royong masyarakat tingkat Desa;

Pasal 8

(1) Pemerintah Desa dalam hal melakukan identifikasi dan verifikasi

kewenangan Desa dituangkan dalam Berita Acara.

(2) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Pemerintah Desa melakukan kewenangan berdasarkan hak asal usul

dan kewenangan lokal berskala Desa yang menjadi tolak ukur dalam

penetapan program pembangunan Desa dan pengelolaan serta

pendistribusian keuangan Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas lain diluar ketentuan

dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang

rincian kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenagan lokal

berskala Desa kepada Desa;

(2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagai dimaksud pada

ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan

kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan;

(3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Kepala Desa membuat berita acara penerimaan yang, ditanda

tangani oleh Kepala Desa dan ketua BPD.

Pasal 11

(1) Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 8 Pemerintah Desa

menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa

berdasarkan hak asal usul dan kewenagan lokal berskala Desa.

(2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

diklarifikasi oleh Bupati.

BAB V

EVALUASI

Pasal 12

Bupati dapat menugaskan Camat untuk melakukan evaluasi dan

implementasi peraturan Desa.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN

Pasal 13

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengawasan

kewenagan Desa.

(2) Pembiayaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melalui :

a. Fasilitasi dan koordinasi;

b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.



c. Monitoring dan evaluasi; dan

d. Dukungan teknis administrasi.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan

Pemerintahan Desa.

Pasal 14

(1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenagan Desa

kepada Bupati melalui Camat.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun

atau sesuai kebutuhan.

(3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan evaluasi

oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaskud pada ayat (3) dijadikan dasar

bagi penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan

kewenagan Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

(1) Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi

kewenangan Desa menjadi beban APBD Kabupaten.

(2) Pembiayaan penyusunan Peraturan Drsa tentang Kewenagngan Desa

Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa

dibebankan pada APBDesa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan

pendapatan asli Desa dengan kewenaganan Desa berdasarkan peraturan

perundang-undagan.



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan

hak asal usul dan kewenangan Desa berdasarkan skala lokal Desa,

melakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan ini.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan

kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Desa

berdasarkan skala lokal Desa.

(3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 22 Februari 2018

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

FF

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 22 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 5

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan

Aslinya
a.n BUPATI KLATEN

SEKRETARIS DAERAH
u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum

Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG DAFTAR KEWENANGAN

DESA BERDASARKAN HAK ASAL

USUL DAN KEWENANGAN LOKAL

BERSKALA DESA

Format Berita acara :

BERITA ACARA PEMERINTAH DESA

TENTANG

IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN

HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini........... tanggal ................ bulan...............tahun......................

Bertempat di............telah dilaksanakan rapat pengidentifikasian dan

pemilihan terhadap kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala desa yang diaksanakan oleh Pemerintah

Desa..........berdasarkan Peraturan Bupati Klaten

Nomor.....Tahun......tentang Kewenangan Desa, dan dihadiri oleh :

1. Kepala Desa;

2. BPD;

3. Perangkat Desa;

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa;dan

5. Unsur Masyarakat Desa lainnya.

Sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : .………………….……dari Ketua BPD

Sekretaris / Notulis : .………………….……dari Sekretaris Desa

Narasumber : 1. …………….………dari Kepala Desa

2. ………….…………dari Pendamping Desa

3.…….………….......dari Pendamping Lokal

Desa

4. …….………………dari ………………………..

5. ….…………………dari ………………………..



B. Materi Rapat

Melakukan pengidentikasian dan pemilihan Kewenagan Desa

berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.............berdasarkan

Peraturan Bupati Nomor....Tahun.....tentang Kewenangan Desa dengan

mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

C. Keputusan Rapat

Rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan

kewenangan lokal berskala desa adalah sebagaimana terlampir dalam

Berita Acara ini.

D. Penutup

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar penyusunan

Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan

Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

KETUA BPD

cap/ttd

(nama Terang)

Klaten,........................2018

KEPALA DESA....

cap/ttd

(nama terang)

Wakil Masyarakat, :

1. Nama : ................................ ...................... ttd ..................

2. Nama : ................................ ...................... ttd ..................

3. Nama : ................................ ...................... ttd ..................

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya

a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH

u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap
ttd

BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I

NIP. 19600530 198901 1 001
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